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Abstract

The Family Child Development Program is designed to equip mothers with knowledge and skills on how to raise
and care for children. So that the children can grow and develop well. The research method used is a qualitative
method with data collection through interviews, observations and documentation. Based on the results of the
study, it can be concluded that the implementation of the Family Resilience and Welfare Program by the
Population Control and Family Planning Service of Pekanbaru City has not been fully running well. This is
reflected in the low level of community participation, especially in Payung Sekaki District. The following are the
inhibiting factors for the implementation of the Family Adaptation and Welfare Program by the Population and
Family Planning Control Service (Payung Sekaki Sub-district Study) in Pekanbaru. The quality of integrated
health post services and community participation are not passive, but the active role of the community, especially
mothers with children under five years old, is still lacking.
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Abstrak

Program Pengembangan Keluarga Anak dirancang untuk membekali para ibu dengan pengetahuan
dan keterampilan tentang cara membesarkan dan merawat anak. Agar anak-anak tersebut dapat
tumbuh Kembang dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan
baik. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki.
Berikut faktor penghambat pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan Payung Sekaki) di Pekanbaru.
Kualitas pelayanan posyandu dan partisipasi masyarakat tidak bersifat pasif, namun peran aktif
masyarakat khususnya ibu yang mempunyai anak dibawah lima tahun masih kurang.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang
mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Melaksanakan
tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh
rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam terwujudnya ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang termasuk
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dalam Pembukaan UUD 1945. Semangat, arah dan gerak pembangunan secara keseluruhan
adalah melaksanakan seluruh sila dalam Pancasila secara serasi dan terpadu

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga menjadi landasan pelaksanaan program pengendalian
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Penciptaan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa “Keluarga berencana bertujuan untuk
menaikkan usia perkawinan, mengatur kelahiran, menjamin stabilitas keluarga, dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menciptakan keluarga kecil melalui kesadaran
masyarakat, adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi. , keluarga bahagia dan sejahtera.”

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka organisasi
perangkat daerah, khususnya organisasi yang membidangi permasalahan terkait program
Keluarga Berencana Nasional/BKKBN, menjamin keluarga berencana dan kesejahteraan
keluarga merupakan tugas wajib negara, seperti kesehatan. sektor, perencanaan dan
pengendalian pembangunan telah menjadi satu. , layanan kependudukan dan masalah lain
yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam peraturan Pemerintah Indonesia
ditegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu
kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, provinsi, atau kota
bertanggung jawab menyelenggarakan program keluarga berencana.

Desa KB merupakan bagian dari pembangunan negara dan merupakan salah satu
program prioritas pemerintah. Desa KB adalah suatu kesatuan wilayah dengan kriteria
tertentu yang mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan
keluarga, dan pembangunan sektor terkait secara sistematis. Kampung Keluarga Berencana
merupakan salah satu percontohan yang dipilih Presiden untuk dijadikan percontohan bagi
desa dan dusun/kecamatan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, bahagia, dan
sejahtera.

Di desa KB dilaksanakan delapan fungsi keluarga, dan pendekatan program KB
dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat. Hal ini
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 “Tentang Perkembangan
Kependudukan, Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
Keluarga”.

Terkait pembentukan kampung KB di BKBNB Pusat mengacu pada Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/S] tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan dan
Pembentukan Kampung KB Seluruh Indonesia. Kepala BKBN Pusat no. 046/BL/200/B4/2016
tanggal 12 Januari 2016 tentang Siaran Langsung Pencanangan dan Pembentukan
Perkampungan Keluarga Berencana di Seluruh Indonesia.

Kampung Kenanga KB di Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki didirikan pada
tanggal 22 Agustus 2017. Desa Tampan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Payung Sekaki dengan Desa KB Kenanga yang terletak di Kecamatan Payung Sekaki Kantor
Pusat Desa Tampan Kecamatan Payung Sekaki. Berikut program yang dilaksanakan di Desa
KB Kenanga Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

1. Tunjangan keluarga anak (BKB)

Kelompok Bina Keluarga Anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu,
sasaran program pada kelompok ini adalah keluarga yang memiliki anak.

2. Pembinaan Keluarga Remaja (BKR)
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Kelompok Pembinaan Keluarga Remaja berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia orang tua anak remaja. Dan melalui kelompok ini merupakan metode
komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja untuk kesehatan fisik, mental,
intelektual, reproduksi, emosional, sosial, moral dan spiritual.

3. Pembinaan Keluarga Lanjut Usia (BKL)

Kelompok Pengembangan Keluarga Senior bertujuan untuk mendukung para lansia
dan keluarga mereka. Kelompok ini akan menyelenggarakan serangkaian acara untuk
membekali para lansia dan keluarga dengan pemahaman dan keterampilan dalam
mendukung, membina, merawat, dan memberdayakan para lansia agar dapat menjalani
kehidupan yang mandiri, produktif, produktif, dan sejahtera hidup mereka.

4. Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPCS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah program
pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
anggotanya dengan mengembangkan usaha yang menguntungkan sehingga meningkatkan
pendapatan mereka.

5. Pusat Informasi Nasehat Remaja (PIK-R)

Pembinaan keluarga remaja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi
keluarga yang mempunyai anak remaja, dan Pusat Informasi dan Konseling yang disingkat
PIK Remaja merupakan wadah kegiatan dari program PKBR (Persiapan Kehidupan Keluarga
Remaja).

Penelitian ini fokus pada satu program saja, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB). Program
Pengembangan Keluarga Anak adalah program yang dirancang untuk membekali para ibu
dengan pengetahuan dan keterampilan tentang cara membesarkan dan merawat anak agar
anak tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik. Program Bina Keluarga Anak Usia Dini
dijalankan oleh staf atau pelatih lokal. Peran staf BKB adalah melakukan konseling,
memantau perkembangan, memberikan layanan, dan mendorong rujukan anak yang
mengalami masalah perkembangan kepada orang tua. Untuk melaksanakan pembentukan
semua program ini maka dalam Renja Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kota Pekanbaru tahun 2023 untuk anggaran yang tersedia sebesar Rp. 120.000.000,-
sementara untuk pengadaan sarana bagi semua program tersedia dana sebesar Rp.
150.000.000,- dan biaya operasional bagi pengelola semua program tersedia anggaran
sebanyak Rp. 4.102.832.091,-. Secara keseluruhan jumlah program pada setiap kecamatan di
Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Program disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru

No. Kecamatan Program
BKB BKL BKR PIK-R UPPKS
1. Payung Sekaki 7 4 3 3 1
2. Bukit Raya 17 6 4 8 2
3. Marpoyan Damai 7 7 7 6 2
4. Tenayan Raya 10 5 3 6 2
5. Limapuluh 6 2 3 6 1
6. Sail 3 1 1 6 1
7. Pekanbaru Kota 3 6 2 3 1
8. Sukajadi 7 2 4 5 2
9. Senapelan 5 3 2 6 1
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10. Rumbai 8 7 3 2 1
11. Binawidya 5 4 4 3 1
12. Kulim 5 2 3 1 2
13. Rumbai Timur 5 5 4 2 1
14. Rumbai Barat 6 2 1 1 1
15. Tuah Madani 8 6 5 6 2
Jumlah 102 62 49 64 21

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Tabel 1.2
Jumlah Kader dan Keluarga Anggota Program Bina Keluarga Balita di Kecamatan Payung
Sekaki
Kode Kelurahan Jumlah — Kehi:;ga t
Kader BKB | Sasaran BKB ggota
BKB
1001 Tampan 10 317 26
1002 Labuh Baru Timur 8 997 26
1003 Labuh Baru Barat 9 802 5
1004 Air Hitam 9 203 13
1005 Bandar Raya 10 488 12
1007 Tirta Siak 10 580 6
Jumlah Total 56 3387 88

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Dari hasil observasi peneliti menemukan beberapa fenomena dan permasalahan yang
berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan keluarga pada anak usia dini khususnya
di kecamatan Payung Sekaki.

1. Terbatasnya kegiatan orientasi atau pelatihan teknis bagi praktisi keluarga
berkembang atau staf untuk anak kecil.

2. Kurangnya promosi, kegiatan kelompok dan kegiatan sosialisasi kesejahteraan
keluarga pada bayi, mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
penyuluhan BKB, kegiatan Posyandu dan banyaknya pertemuan/konseling
perkembangan anak dan tidak adanya kegiatan masyarakat dan ibu. dan
pengembangan.

3. Rendahnya koordinasi dan pemanfaatan mitra kerja dan organisasi masyarakat untuk
meningkatkan stabilitas keluarga dan melaksanakan program kesejahteraan anak
balita.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi Publik
Administrasi merupakan salah satu alat/inovasi untuk melaksanakan pembangunan.
Sebab tanpa pengelolaan yang baik maka proses pembangunan tidak akan lancar.
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Menurut Siagian (2018:2), manajemen adalah keseluruhan proses kerja sama antara
dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

Definisi di atas mengandung beberapa hal. Pertama, manajemen sebagai suatu seni
adalah suatu proses dengan awal yang diketahui dan akhir yang tidak diketahui. Kedua,
manajemen mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti kehadiran dua orang atau lebih,
adanya tujuan yang ingin dicapai, tugas atau tugas yang harus dilaksanakan, dan tersedianya
alat dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut Atmosudirjo (Zulkifli, 2005: 17), administrasi adalah serangkaian kegiatan
yang membimbing dan mengarahkan organisasi modern serta bertindak sebagai alat bagi
organisasi tersebut.

Menurut Rexohadipraviro, administrasi (Vijaja, 2012:37) adalah manajemen yang
mencakup setiap penetapan dan penyusunan fakta secara tertulis dan sistematis guna
memperoleh keterkaitan secara menyeluruh antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Jika mengacu pada perspektif jasa sebagai produk organisasi, maka konsep
manajemen diartikan sebagai kegiatan menciptakan sekumpulan informasi tertulis yang
dibutuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mencapai kebutuhan atau
tujuan lainnya. Diantara permasalahan pokok yang disebutkan oleh Pasolong (2012: 2): Siapa
yang harus mengabdi dan dilayani, serta siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal
ini subyek yang dilayani masyarakat juga merupakan obyek yang dilayani masyarakat.
Manusia harus menjaga ketertiban kehidupan sosialnya, dan manusia sendirilah yang harus
menyelesaikan segala persoalan kehidupan sosialnya.

Menurut Waldo Syafiie (2016:33) dalam pengertian administrasi publik : Administrasi
publik adalah pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia untuk mencapai
tujuan pemerintahan.

Menurut definisi di atas, administrasi publik merupakan gabungan manajemen dan
lembaga yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan negara.

Siagyan (2018:7) mengartikan pengertian administrasi publik sebagai berikut:
Administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pejabat publik
suatu negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan motivasi untuk
memotivasi orang dan diri sendiri sangat diperlukan untuk melaksanakan dan
menggerakkan organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Konsep Organisasi Publik

Menurut Siagian (2018:6), organisasi adalah segala bentuk kerjasama antara dua orang
atau lebih yang terhubung secara formal untuk mencapai tujuan bersama, dengan satu orang
atau lebih sebagai pimpinan. atau sekelompok orang yang disebut penguasa.

Dari definisi di atas, organisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

A. Organisasi adalah forum tindakan administratif.

B. Organisasi adalah hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam hubungan
formal.

Gibson dll. Al (2012:6) mengartikan “organisasi sebagai wadah yang memungkinkan
masyarakat mencapai hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu”.

Menurut Robbin (2018:4), “organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang terorganisir
secara sadar dengan batasan-batasan yang relatif jelas dan beroperasi secara relatif terus
menerus untuk mencapai tujuannya.”
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Menurut Weber (dalam Thoha, 2014:98): Organisasi dan kelompok koperasi
mengandung unsur kekayaan sebagai berikut.

1. Organisasi adalah suatu sistem hubungan sosial, dalam hal ini individu-individu
melakukan proses komunikasi satu sama lain dalam organisasi.

2. Adanya batasan (boundaries) tertentu dalam organisasi, sehingga seseorang tidak
secara sukarela melakukan proses komunikasi dengan orang lain. Mereka dibatasi
oleh aturan-aturan tertentu.

3. Organisasi adalah kumpulan peraturan yang dapat membedakan dan mengatur
proses interaksi antara orang-orang yang bekerja di dalamnya agar interaksi tersebut
tidak muncul begitu saja.

4. Organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang mencakup wewenang,
tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk melaksanakan fungsi tertentu.

Istilah lain untuk elemen ini adalah hierarki. Konsekuensi dari hierarki ini adalah
dalam suatu organisasi terdapat pemimpin atau atasan dan bawahan atau karyawan.
Menurut Etziomi (Thoha, 2014:100), “konsep organisasi dikemukakan sebagai sekelompok
orang yang sengaja diorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

3. Konsep Manajemen Publik
Menurut Siagian (2018:5), manajemen dapat diartikan dalam dua hal: proses

pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, dan kemampuan serta
keterampilan orang-orang dalam jabatan manajerial untuk mencapai hasil kerja. kondisi
mencapai suatu tujuan melalui tindakan orang lain. Oleh karena itu dapat dikatakan
manajemen merupakan inti dari manajemen karena manajemen merupakan alat utama dalam
manajemen.
Menurut Hyman (Manullang, 2014:1), manajemen adalah fungsi pengendalian upaya
individu untuk mencapai kegiatan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Dalam
menggerakkan organisasi, pemimpin harus menjalankan fungsi manajemen yang baik dan
menurut Terry dan Ryu (2012:9):
A. perencanaan (perencanaan)
B. Organisasi (organisasi)
C. Karyawan (karyawan)
D. Untuk menginspirasi
D. Kontrol (kontrol)

Sedangkan menurut Gie (Zulkilfli, 2005:28), fungsi manajemen adalah sebagai berikut.
A. Perencanaan
B. Pembuat keputusan
C. Informasi singkat
D. Pengorganisasian
D. Peningkatan

Menurut Salam (2012:176), administrasi publik adalah usaha lembaga-lembaga publik
untuk mengatur negara guna mencapai ketertiban, kesejahteraan dan kesejahteraan.

Pemerintahan daerah Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang memberikan
otonomi luas, efektif dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dengan resolusi Republik Kazakhstan
No

Menurut Sokarno (2012:70), kegiatan pengelolaan dapat dibagi menjadi beberapa
komponen, antara lain:
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A. Perencanaan adalah tindakan mengumpulkan data dan informasi beserta pemikiran-
pemikiran yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai dan di mana mencapainya
Semua ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak peduli siapa pun yang
harus dijalankan.

B. Pengorganisasian merupakan kelanjutan menyongsong terlaksananya rencana yang
telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

C. Koordinasi, termasuk hubungan yang berkelanjutan dan kolaboratif berbagai jenis
kegiatan harus dilakukan dengan lancar.

D. Pengendalian adalah pengarahan seluruh kegiatan dan upaya agar tidak menyimpang
dari tujuan yang telah ditetapkan.

E. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin bahwa segala sesuatu yang
direncanakan, diputuskan, atau diperintahkan dilaksanakan sesuai dengan
keputusan tersebut.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, implementasi merupakan fungsi
manajemen yang paling penting. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih
mementingkan aspek abstrak dari proses manajemen, sedangkan fungsi eksekutif lebih
mementingkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Konsep Pemerintahan Daerah

Penafsiran Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjadi
dasar pembahasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus menerapkan demokrasi
Pancasila di daerah dan pelosok tanah air. Selain itu, pembentukan pemerintahan daerah
bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian pembangunan nasional,
sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2013. 5 Tahun 1974. Ini merupakan
tanggung jawab besar yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

Pemerintahan daerah diatur dengan Keputusan Nomor 01 Tahun 2008/2012. 5
Pemerintahan Daerah Tahun 1974 adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan
suatu sistem hubungan pemerintahan yang dibentuk atau diciptakan dengan menggunakan
teknik desentralisasi, sering juga disebut dengan asas desentralisasi. Menurut Pasal 1 huruf b
UU No. 5 Mei 1974 Desentralisasi mengacu pada pengalihan pekerjaan pemerintahan dari
pemerintah atau daerah yang lebih tinggi ke daerah dan menjadikannya pekerjaan rumah
tangga mereka sendiri. Sementara itu, dalam rangka otonomi daerah, Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota
yang terdiri atas kepala daerah dan Republik Korea dengan bantuan perangkat daerah
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. prinsip penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan
tanggung jawab pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan Pemerintahan Nasional.
Adapun otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai
berikut.

Pasal 1, Pasal 6 UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan warga negara daerah dalam kerangka sistem negara kesatuan
Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka terciptalah ruang pemerintahan mandiri. Daerah Otonom untuk
Mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat
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dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 23 Ayat 1 Ayat 6 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Konsep Pelaksanaan

Abdullah Sukur (2000:41) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program:
A. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas
bagi pelaksananya. Hal ini tergantung pada proses penyampaian informasi, kejelasan
informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
B. Dalam hal ini sumber daya (resources) mencakup empat komponen: jumlah personel yang
cukup, kualitas, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau wewenang
yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan tanggung jawab atas pelaksanaannya.
C. Sikap, sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program, khususnya oleh pelaksana
program dan pelaksana program;
D. Struktur birokrasi seperti SOP (Standard Operating Procedures) yang mengatur alur
pelaksanaan program. Kalau tidak sulit mencapai hasil yang memuaskan, karena solusinya
unik tanpa model standar.
6. Konsep Program

Abadi Jones (2009:11) mengatakan bahwa program adalah suatu arah dan kegiatan
tertentu yang didalamnya terdapat cara, kebijakan, prosedur, tugas, langkah-langkah yang
diambil, sumber daya yang digunakan dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk
mencapai tujuan yang disetujui. Program ini biasanya dijelaskan dengan sebaik-baiknya, dan
tanpa implementasi maka tujuan dan sasaran yang diinginkan tidak dapat tercapai.

Metode

menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis dan obyektif realitas dan karakteristik suatu populasi
tertentu (Trianto, 2010: 164). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif
untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alami yang menggambarkan permasalahan
sosial manusia dari perspektif perilaku. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis dan
kemudian melaporkan temuan penelitiannya.

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan informan tentang Pelaksanaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan
Keluarga Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
(Studi Kecamatan Payung Sekaki)

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara Sosialisasi program gizi yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru memerlukan komunikasi
seperti yang dijelaskan di atas. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah menjalankan
perannya secara penuh dengan bekerja sama dengan Puskesmas agar program ini dapat
terlaksana secara optimal. Sementara itu, belum semua masyarakat mengetahui tentang
program kesehatan ini karena masyarakat yang mengikuti program tersebut belum
termotivasi sepenuhnya.
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Berdasarkan hasil observasi, untuk memantau status gizi anak kecil sebelum menjadi
gizi buruk, dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi gizi anak kecil kemudian
mendeteksi gizi bayi yang terkena gizi buruk. kegiatan terkoordinasi terkait malnutrisi. Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru sebagai lembaga utama
pelaksanaan Program Gizi Penduduk Pekanbaru terus melakukan pembinaan tentang
pentingnya kesehatan dan pentingnya gizi ibu dan bayi sejak lahir. Tahapan tumbuh
kembang anak, oleh karena itu perlu adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam
melaksanakan semua itu.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara Sumber daya yang tersedia berupa tenaga dari Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pekanbaru, namun pelaksanaan program
kesehatan tersebut diyakini lebih rendah dibandingkan sebelumnya karena kurangnya
tenaga dan tenaga, khususnya di Puskesmas dan tenaga kesehatan. Rasional Anggaran dan
bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan program kesehatan ini telah sesuai dengan
ketentuan tertentu, sehingga apabila masyarakat merasa kurang maka jumlah tersebut akan
ditambah di kemudian hari. Walaupun staf dan personel Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Pekanbaru mempunyai pemahaman, pengetahuan dan sikap yang baik
tentang pelaksanaan program perbaikan gizi, namun masih terdapat masyarakat yang
menyatakan bahwa pelaksanaan program kesehatan masyarakat belum dapat dilaksanakan
secara optimal.

Berdasarkan hasil Observasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekanbaru telah menyiapkan langkah-langkah peningkatan gizi pemerintah khususnya
bayi dan anak kecil untuk memperlancar pelaksanaan Program Peningkatan Gizi Kota
Pekanbaru. Untuk setiap kegiatan yang masuk dalam program, terdapat beberapa kegiatan
non-anggaran yang dianggarkan namun diprioritaskan sebagai kegiatan kritikal yang
dianggap berkinerja buruk. Langkah-langkah tersebut diyakini dapat menurunkan angka
kejadian gizi buruk di Pekanbaru, namun bukan berarti tidak ada kegiatan tanpa anggaran.
Kegiatan yang tidak dianggarkan rencananya akan diintegrasikan dengan kegiatan lainnya.
Selain itu, anggarannya tidak hanya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru saja, melainkan
dari APBN Pemerintah Pusat.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penetapan tugas dan fungsi
yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, tiap
pegawai sudah mengetahui dan mengerti dengan tugas dan perannya masing-masing. Hal
ini dibuktikan dengan telah tersusunnya struktur organisasi yang mempunyai tugas dan
peran yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil observasi peran kader sangat penting karena kader merupakan
orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mendapatkan pelatihan kesehatan dan nantinya
kembali akan menyebar luaskannya di masyarakat pula. Namun dilain hal ternyata untuk
peran kader dan keberadaan posyandu di masyarakat Kota Pekanbaru ini, belum semuanya
dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Pekanbaru membentuk tim di bawah perintah Walikota Pekanbaru. Departemen
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mampu memantau dan menangani
kasus-kasus gizi buruk. Namun tim ini tidak bisa bekerja sendiri, melainkan melibatkan
koordinasi antar program dan sektor yang mungkin terkait dengan gizi buruk. Secara khusus,
penempatan staf di pusat-pusat kesehatan masyarakat dan pusat-pusat kesehatan yang dekat
dengan masyarakat seringkali diatur.

Namun belum semua daerah di Pekanbaru telah melaksanakan program tersebut
dengan baik, bahkan di beberapa daerah, petugas sudah tidak aktif lagi atau kegiatan di
posyandu kurang memadai. Hal ini dibuktikan dengan pendataan melalui puskesmas di
Pekanbaru yang dianggap Posyandu tidak aktif dalam operasionalnya.

C. Faktor- faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki)

1. Anggaran

Pemerintah telah menganggarkan langkah-langkah program gizi masyarakat dalam
APBD Pekanbaru tahun 2022, namun dalam APBDP Pekanbaru tahun 2022, seluruh kegiatan
program gizi tidak dianggarkan karena adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi
anggaran.
2. Kualitas pelayanan posyandu

Ada beberapa wilayah di kota pekanbaru ini yang posyandunya tidak berjalan
padahal melalui kegiatan posyandu ini banyak manfaat dan kegiatan dapat berjalan untuk
dapat mengatasi gizi buruk di Kota Pekanbaru.
3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam seluruh program dan kegiatan yang
direncanakan, karena tanpa partisipasi masyarakat dan partisipasi aktif maka kegiatan yang
direncanakan tidak akan berjalan dengan baik dan kemudian akan menghambat
pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan interpretasi hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
penulis mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan Program Stabilitas dan Kesejahteraan
Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan
Payung Sekaki) Kota Pekanbaru sesuai dengan masalah penelitian bayi, anak-anak, dan orang
lanjut usia) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan Keluarga oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (Studi Kecamatan Payung Sekaki) di Kota
Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi
masyarakat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki, terbatasnya kegiatan orientasi
dan pelatihan teknis bagi staf dan pelaksana kegiatan pengembangan keluarga anak
usia dini, kurangnya promosi dan sosialisasi kelompok aksi. Tidak aktifnya
masyarakat dan ibu-ibu dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan Posyandu dan
pertemuan/konseling tumbuh kembang anak.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Adaptasi dan Kesejahteraan
Keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekanbaru (Studi Kecamatan Payung Sekaki) adalah sebagai berikut.
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a. Karena penataan anggaran yang optimal di APBD, maka tidak semua kegiatan
yang termasuk dalam program perbaikan gizi mempunyai anggaran.

b. Kualitas pelayanan posyandu tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa petugas di
wilayah tersebut belum dapat melakukan setiap kegiatan di posyandu dengan
baik, sehingga masih terdapat beberapa wilayah di Pekanbaru yang kualitas
pelayanannya masih rendah.

c. Partisipasi masyarakat, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat
khususnya ibu-ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun (balita), seperti
mengikuti kegiatan rutin pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu.
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